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Abstrak 
Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan peran mahasiswa dalam mendukung pelayanan 
Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Bandung untuk mempermudah akses bantuan hukum bagi 
masyarakat kurang mampu. Kegiatan dilaksanakan melalui program magang dengan metode deskriptif 
kualitatif yang dilakukan secara bertahap meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan magang dan 
tahap evaluasi. Mahasiswa berperan membantu administrasi, memverifikasi persyaratan bantuan 
hukum, menyusun dan mengarsipkan dokumen hukum, memfasilitasi komunikasi awal dengan 
masyarakat, serta mendukung pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Hasil kegiatan menunjukkan 
bahwa keterlibatan mahasiswa mampu mengurangi kendala administratif, mempercepat penyusunan 
dokumen, mengurangi waktu tunggu konsultasi, dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Masyarakat 
juga lebih mudah memahami prosedur dan persyaratan mendapatkam bantuan hukum secara cuma-
cuma sehingga akses terhadap keadilan semakin terbuka. Kegiatan ini menunjukkan bahwa peran 
mahasiswa berkontribusi dalam mengoptimalkan pelayanan PBH PERADI Bandung sekaligus 
meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. 
Kata kunci - bantuan hukum, mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat, PBH PERADI Bandung, 
akses keadilan 
 

Abstract 
This community service activity aims to describe the role of students in supporting the services of the 
Legal Aid Center (PBH) PERADI Bandung to facilitate access to legal aid for the underprivileged. The 
activity was carried out through an internship program using a qualitative descriptive method that was 
carried out in stages including the preparation stage, the internship implementation stage, and the 
evaluation stage. Students played a role in assisting with administration, verifying legal aid 
requirements, compiling and archiving legal documents, facilitating initial communication with the 
community, and supporting litigation and non-litigation assistance. The results of the activity showed 
that student involvement was able to reduce administrative obstacles, expedite document preparation, 
reduce waiting times for consultations, and increase service effectiveness. The community also more 
easily understood the procedures and requirements for obtaining free legal aid, thus increasing access 
to justice. This activity demonstrated that the role of students contributed to optimizing the services of 
PBH PERADI Bandung while increasing access to legal aid for the underprivileged. 
Keywords - legal aid, students, community service, PERADI Bandung PBH, access to justice 
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PENDAHULUAN   
Pusat Bantuan Hukum PERADI Bandung merupakan lembaga Perhimpunan Advokat Indonesia 

dan berfungsi sebagai penyelenggara layanan bantuan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat 

kurang mampu melalui konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan dalam 

penyelesaian perkara secara litigasi maupun nonlitigasi (Adnantara, 2024). Pemberian bantuan hukum 
secara cuma-cuma (pro bono) merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat dan peraturan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum yang menjamin hak masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan hukum 

secara cuma-cuma sebagai bentuk pemenuhan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before 
the law) dan akses keadilan (access to justice) (Priyatmoko, 2021). Dalam penyelenggaraan penegakan 

hukum, advokat ialah salah satu penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang penting 

sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) tentang Advokat, yang 
menegaskan bahwa advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan 

profesinya, dengan jaminan perlindungan berdasarkan hukum dan Undang-Undang. Sebagai penegak 
hukum yang memperoleh jaminan kebebasan dan kemandirian berdasarkan hukum, advokat 

mempunyai peran yang sangat krusial dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil. Berdasarkan 

Undang-Undang Advokat, salah satu jasa hukum yang menjadi kewenangan advokat adalah pemberian 
bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Pemberian bantuan hukum yakni kewajiban 

yang yanh harus dilaksanakan setiap advokat sebagai tanggung jawab dari profesinya sebagai profesi 
yang mulia atau officium nobile (Many & Sofian, 2020). Di Negara hukum ini masih banyak masyarakat 

khususnya masyarakat kurang mampu yang mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap 
keadilan seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai hukum serta terbatasnya 

kemampuan untuk memperoleh pendampingan advokat menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat 

belum dapat memperjuangkan hak-haknya secara optimal (Irabiah et al., 2026). Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, negara menjamin penyelenggaraan bantuan hukum melalui Undang-Undang 

Bantuan Hukum yakni Nomor 16 Tahun 2011 (Kana & Oktafian, 2023). Selain itu, Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 22 ayat (1) mewajibkan setiap advokat 

memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat kurang mampu. 

Ketentuan ini sebagai tanggung jawab profesi advokat dalam mewujudkan akses terhadap keadilan 
bagi seluruh warga negara (Muzammil & Siregar, 2025). Masyarakat yang datang ke Pusat Bantuan 

Hukum PERADI Bandung umumnya menghadapi keterbatasan ekonomi, kurang memahami prosedur 
hukum serta belum menyadari haknya memperoleh bantuan hukum secara pro bono atau cuma-cuma. 

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat membutuhkan pendampingan hukum yang profesional agar 

memperoleh akses terhadap keadilan (Krisnowo & Sianturi, 2022). 
Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pelayanan bantuan hukum di PBH PERADI Bandung 

masih menghadapi sejumlah kendala administratif seperti tingginya jumlah dokumen hukum perkara 
yang harus di susun menyebabkan proses administrasi sering kali memerlukan waktu yang lebih lama. 

Pelaksanaan konsultasi hukum juga bergantung pada ketersediaan advokat yang sering kali sedang 
menjalankan agenda persidangan maupun kegiatan lainnya, sehingga masyarakat harus menunggu 

untuk memperoleh layanan bantuan hukum. Lebih lanjut, masih sedikit masyarakat memahami 

persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga proses 
pengajuan untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi kurang efektif. Berdasarkan kondisi tersebut,  

peran mahasiswa magang menjadi salah satu bentuk dukungan dalam mempermudah akses keadilan 
bagi masyarakat kurang mampu. Mahasiswa berperan membantu proses administrasi, melakukan 

verifikasi kelengkapan dokumen, memberikan informasi mengenai persyaratan pengajuan bantuan 

hukum. Melalui peran mahasiswa, proses pelayanan bantuan hukum menjadi lebih efektif dan efisien 
sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai prosedur pengajuan bantuan 

hukum, waktu konsultasi hukum dapat dilaksanakan secara cepat dan penyusunan dokumen hukum 
tidak menumpuk serta pelayanan kepada masyarakat kurang mampu dapat diberikan secara lebih cepat 

dan terorganisasi. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman 
praktik, tetapi juga meningkatkan dan mempermudah masyarakat kurang mampu terhadap layanan 

bantuan hukum di PBH PERADI Bandung. 

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan menguraikan peran 
mahasiswa dalam mendukung pelayanan pusat bantuan hukum di PBH PERADI Bandung guna 

mempermudah akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagai implementasi kewajiban 
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advokat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian, 

kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktik bantuan hukum, 
memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dan pusat bantuan hukum, serta mendukung 

terwujudnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu guna membantu kepentingan 
pencari keadilan (Angga & Arifin, 2018).  

Dalam kegiatan pengabdian ini, penulis sebagai mahasiswa melaksanakan peran dan fungs 

pengabdian di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Bandung melalui program magang. Peran tersebut 
diwujudkan dengan membantu pelayanan administrasi, melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan 

bantuan hukum, memfasilitasi komunikasi atau konsultasi hukum dengan masyarakat serta mendukung 
proses pendampingan litigasi. Keterlibatan mahasiswa merupakan bentuk implementasi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan memberikan kontribusi 

nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum sekaligus mempermudah akses 
masyarakat kurang mampu terhadap keadilan. 

 

METODE  
Metode yang digunakan pada pengabdian di Pusat Bantuan Hukum PERADI Bandung yaitu 

metode deksriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang 
diperoleh selama kegiatan magang berlangsung serta menguraikan peran mahasiswa dalam 

mendukung pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu (Purba et al., 2024). 
Kegiatan dilaksanakan melalui model magang yang dilakukan secara bertahap meliputi tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan magang dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, mahasiswa memperoleh 
pembekalan mengenai profil PBH Peradi Bandung, mekanisme pelayanan bantuan hukum, kode etik 

profesi advokat serta tugas dan tanggung jawab selama magang. Tahap pelaksanaan meliputi 

kontribusi mahasiswa dalam membantu administrasi perkara, memeriksa kelengkapan persyaratan 
permohonan bantuan hukum, menyusun dan mengarsipkan dokumen hukum, membantu konsultasi 

hukum dengan masyarakat serta mendampingi advokat dalam penanganan perkara litigasi maupun 
non-litigasi. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan melalui penyusunan laporan kegiatan, dokumentasi 

hasil pelaksanaan magang serta refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi 

kontribusi mahasiswa dalam mendukung pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Sasaran 
kegiatan ini adalah masyarakat kurang mampu yang memerlukan layanan bantuan hukum di PBH 

PERADI Bandung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama lima bulan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2026 

s.d. 30 Juni 2026. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jam kerja Pusat Bantuan 

Hukum PERADI Bandung yakni hari Senin-Jumat pukul 09.00 s.d. pukul 16.00 WIB.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Sebelum adanya keterlibatan mahasiswa, masyarakat yang datang untuk berkonsultasi 

mengenai permasalahan hukumnya sering kali harus menunggu advokat yang sedang menjalankan 
tugas pendampingan perkara, menghadiri persidangan, atau melaksanakan kegiatan profesional 

lainnya di luar kantor PBH PERADI Bandung. Kondisi tersebut menyebabkan waktu pelayanan konsultasi 

hukum menjadi lebih lama sehingga berpotensi menghambat hak masyarakat kurang mampu dalam 
mendapatkan informasi serta akses awal terhadap bantuan hukum. Melalui keterlibatan mahasiswa, 

proses pelayanan konsultasi hukum menjadi lebih cepat. Mahasiswa berperan menerima masyarakat 
yang datang untuk melakukan konsultasi hukum untuk mengidentifikasi pokok permasalahan hukum 

yang dihadapi, mencatat identitas dan kronologi singkat perkara, memeriksa kelengkapan dokumen 

pendukung, serta memberikan penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum 
di PBH PERADI Bandung. Peran mahasiswa tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan 

kewenangan advokat dalam memberikan nasihat atau pendapat hukum, melainkan sebagai bentuk 
dukungan pelayanan agar proses konsultasi dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Implementasi 

pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan di PBH PERADI 

Bandung yaitu masyarakat memperoleh pendampingan sejak awal kedatangan sehingga tidak hanya 
menunggu tanpa memperoleh informasi mengenai proses yang akan dijalani. Selain itu, waktu 

pelayanan menjadi lebih efektif karena proses administrasi dan identifikasi awal telah dilakukan terlebih 
dahulu oleh mahasiswa. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu guna 

mendapat bantuan hukum lebih cepat, tertib, dan mudah dipahami, sekaligus mendukung pelayanan 



 

Zeni Monica, Peran Mahasiswa dalam Mendukung Pelayanan Pusat Bantuan Hukum PERADI Bandung 

guna Mempermudah Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu 

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license 

      Hal | 6346 

bantuan hukum yang mengedepankan pemenuhan hak masyarakat atas akses terhadap keadilan 

(Dananjaya, 2026). 
Peran mahasiswa dalam mempermudah akses bantuan hukum yaitu pada aspek administrasi. 

Bentuk implementasi pengabdian yang dilakukan meliputi pendampingan administrasi, pemeriksaan 
kelengkapan dokumen, membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan pengajuan bantuan 

hukum termasuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta melakukan pengarsipan dan 

penyusunan dokumen hukum (Rehas, 2017). Sebelum adanya keterlibatan mahasiswa, pelayanan 
administrasi di PBH PERADI Bandung sering mengalami kendala, seperti penumpukan dokumen, serta 

keterlambatan proses penyusunan dokumen hukum (Mirandany & Qodiri, 2025). Peran mahasiswa 
dalam mendukung pelayanan Pusat Bantuan Hukum PERADI Bandung adalah menyusun dokumen 

hukum yang belum diselesaikan oleh advokat, mengarsipkan dokumen-dokumen yang menumpuk, 

serta pemenuhan persyaratan bantuan hukum. Kegiatan ini membantu meningkatkan kerapihan 
administrasi, mengurangi penumpukan berkas serta mempercepat proses penanganan perkara 

sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan bantuan hukum secara lebih optimal. Kondisi tersebut 
berdampak pada percepatan proses pelayanan sehingga masyarakat kurang mampu dapat 

mendapatkan akses bantuan hukum secara cuma-cuma dengan lebih mudah dan tepat waktu. 
Implementasi pengabdian ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya memberikan 

dukungan administratif kepada PBH PERADI Bandung, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di bidang bantuan hukum (Hadaiyatullah, 2025). Dengan demikian, 
keberadaan mahasiswa mampu membantu mewujudkan pelayanan bantuan hukum yang lebih cepat, 

tertib, dan mudah untuk akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu (Sitompul et al., 2020). 
Dalam pelaksanaan pendampingan litigasi, mahasiswa memiliki peran sebagai pendukung 

pelayanan hukum yang membantu mengoptimalkan proses pendampingan kepada masyarakat. 

Meskipun kewenangan dalam memberikan bantuan hukum di persidangan tetap berada pada advokat, 
kehadiran mahasiswa mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan sebelum maupun selama 

penanganan perkara. Mahasiswa membantu masyarakat dalam memahami tahapan penyelesaian 
perkara, menjelaskan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, serta memberikan informasi awal 

mengenai proses bantuan hukum yang akan dijalani. Peran tersebut membuat masyarakat tidak hanya 

memperoleh pelayanan yang lebih cepat, tetapi juga lebih mudah memahami prosedur yang berlaku. 
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian, masyarakat cenderung lebih terbuka ketika 

menyampaikan permasalahan hukumnya kepada mahasiswa, terutama apabila terdapat hal-hal yang 
belum dipahami seperti belum memahami syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum serta 

prosedur dalam pendampingan litigasi. Peran mahasiswa memberikan penjelasan dengan bahasa yang 
sederhana, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman sebelum memperoleh konsultasi atau 

pendampingan lebih lanjut dari advokat (Sasra et al., 2025). Kehadiran mahasiswa dalam 

pendampingan litigasi pada akhirnya berkontribusi terhadap optimalisasi pelayanan bantuan hukum di 
PBH PERADI Bandung. Peran mahasiswa sebagai pendamping pelayanan mampu mempercepat alur 

pelayanan, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses hukum, serta menciptakan 
suasana pelayanan yang lebih responsif. Hal ini memperlihatkan bahwa peran mahasiswa dalam 

kegiatan pengabdian tidak hanya menjadi wadah mahasiswa memberikan pengalaman praktis, tetapi 

sekaligus menjadi upaya untuk mempermudah akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu 
melalui pelayanan yang lebih efektif, komunikatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.  

 

   
Gambar 1. Aktivitas Magang dan Pendampingan 
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Hasil selama pelaksanaan pengabdian di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Bandung menunjukkan 

adanya dinamika positif dalam pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, antara lain: 
1. Meningkatnya Kemudahan akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat kurang mampu  

Kehadiran mahasiswa dalam program magang di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI 
Bandung memberikan kontribusi nyata dalam mempermudah akses masyarakat kurang mampu 

terhadap layanan bantuan hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam mendukung pelayanan 

administratif membantu mempercepat proses pemenuhan persyaratan guna mendapat bantuan 
hukum secara cuma-cuma. Berbagai kendala administratif, seperti penumpukan dokumen dan 

keterlambatan proses verifikasi berkas, dapat diminimalisasi melalui pendampingan yang 
dilakukan mahasiswa. Mahasiswa membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan 

administrasi, seperti dokumen identitas dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sehingga 

proses pengajuan bantuan hukum menjadi lebih cepat, tertib, dan efisien.  Selain mendukung 
pelayanan administrasi, mahasiswa juga berperan dalam membantu kelancaran proses konsultasi 

hukum seperti komunikasi langsung dengan masyarakat terhadap permasalahan yang di alami 
masyarakat kurang mampu. Peran tersebut membuat masyarakat memperoleh pelayanan yang 

lebih responsif karena informasi awal mengenai prosedur bantuan hukum dapat disampaikan 
dengan lebih mudah dipahami sebelum masyarakat memperoleh pendampingan lebih lanjut dari 

advokat. Kondisi ini turut meningkatkan efektivitas pelayanan PBH PERADI Bandung sekaligus 

mengurangi waktu tunggu masyarakat dalam memperoleh layanan bantuan hukum.  Melalui 
pendampingan yang diberikan, masyarakat tidak hanya memperoleh solusi terhadap 

permasalahan hukum yang dihadapi, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai hak, 
kewajiban, serta prosedur hukum yang harus ditempuh sehingga masyarakat merasa lebih 

nyaman untuk menyampaikan permasalahan hukumnya dan lebih mudah memahami penjelasan 

yang diberikan. Dengan demikian, pelayanan bantuan hukum tidak hanya berorientasi pada 
penyelesaian perkara, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat. Optimalisasi pelayanan yang didukung oleh keterlibatan mahasiswa memberikan 
dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa pelayanan 

di PBH PERADI Bandung menjadi lebih cepat, mudah diakses, serta lebih responsif terhadap 

kebutuhan mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya membantu 
meningkatkan efektivitas operasional PBH PERADI Bandung, tetapi juga memperluas akses 

masyarakat kurang mampu terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai implementasi 
hak konstitusional atas akses keadilan (Laimeheriwa et al., 2024).Selama proses konsultasi 

hukum, masyarakat tidak hanya memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapi, tetapi juga 
memahami hak, kewajiban, serta prosedur hukum yang berlaku.  

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Kurang Mampu terhadap Hak atas Bantuan Hukum 

Perlindungan terhadap hak-hak pencari keadilan menjadi tujuan utama dalam 
penyelenggaraan bantuan hukum. Peran mahasiswa pada kegiatan pengabdian ialah bagian dari 

mekanisme pendampingan hukum yang bertujuan memastikan setiap klien khususnya masyarakat 
kurang mampu memperoleh haknya secara optimal selama menjalani proses peradilan sehingga 

mahasiswa membantu dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pendampingan hukum 

di litigasi, konsultasi hukum, membantu syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara 
cuma-cuma sehingga masyarakat mendapatkan proses peradilan yang adil sesuai dengan prinsip 

due process of law dan (presumption of innocence ) atau asas praduga tidak bersalah (Anita & 
Haryati, 2021). Peran aktif mahasiswa dalam membantu dan mempermudah pelayanan bantuan 

hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam administrasi perkara seperti dokumen hukum, 
pendampingan konsultasi, pendampingan litigasi sehingga proses pemberian bantuan hukum 

menjadi lebih cepat, tertib, dan mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Kontribusi 

tersebut pada akhirnya mendukung terwujudnya pelayanan bantuan hukum yang profesional, 
efektif, dan berkeadilan (Hadri, 2025). Peran tersebut sebagai bentuk dukungan administratif dan 

operasional yang mempercepat proses pelayanan. Dengan adanya bantuan mahasiswa, beban 
administrasi advokat menjadi berkurang sehingga waktu konsultasi hukum dapat dimanfaatkan 

secara lebih optimal serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jalur hukum dalam 

menyelesaikan masalah hukum secara tepat dan bertanggung jawab (Octavia, 2025). Kondisi ini 
menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum, di mana masyarakat mulai menyadari 

pentingnya berkonsultasi hukum pada PBH PERADI Bandung sebelum mengambil langkah hukum 
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maupun ketika menghadapi permasalahan hukum sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Nagari et al., 2025).  
Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program magang di Pusat Bantuan Hukum 

(PBH) PERADI Bandung telah mencapai tujuan utama yaitu mendukung pelayanan bantuan hukum 
bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya efektivitas 

pelayanan administrasi, percepatan proses konsultasi awal, serta berkurangnya penumpukan 

dokumen hukum. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran mahasiswa memberikan kontribusi 
nyata dalam mendukung operasional PBH PERADI Bandung tanpa mengurangi kewenangan 

advokat dalam pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian, selama pelaksanaan kegiatan 
masih ditemukan beberapa kendala yakni jumlah masyarakat yang datang untuk berkonsultasi 

cukup banyak dan tidak semua masyarakat telah memahami persyaratan administrasi bantuan 

hukum, khususnya mengenai kelengkapan dokumen dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), 
sehingga mahasiswa perlu memberikan penjelasan secara berulang. Di sisi lain, terdapat beberapa 

faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan, antara lain adanya bimbingan langsung dari 
advokat PBH PERADI Bandung, koordinasi yang baik antara mahasiswa dan pembimbing lapangan 

serta tersedianya prosedur pelayanan bantuan hukum yang jelas. Berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaan kegiatan, keterlibatan mahasiswa terbukti mampu meningkatkan akses layanan 

bantuan hukum, namun kegiatan pengabdian ini perlu terus dikembangkan melalui peningkatan 

sistem pelayanan bantuan hukum untuk penyampaian informasi persyaratan bantuan hukum yang 
lebih jelas kepada masyarakat serta koordinasi yang berkelanjutan antara Advokat PBH PERADI 

Bandung dan mahasiswa agar kualitas pelayanan bantuan hukum dapat terus ditingkatkan.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan : 

Kegiatan pengabdian di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Bandung menunjukkan bahwa 

keterlibatan mahasiswa memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan 
bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Peran mahasiswa dalam membantu administrasi, 

melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, memberikan informasi mengenai persyaratan bantuan 

hukum, komunikasi awal dengan masyarakat, serta mendukung proses pendampingan litigasi dan 
nonlitigasi mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di PBH PERADI Bandung. 

Kehadiran mahasiswa juga membantu mengurangi kendala administratif, mempercepat proses 
pelayanan, dan mempermudah masyarakat memperoleh akses terhadap bantuan hukum secara cuma-

cuma sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kegiatan ini berhasil mencapai tujuan 
pengabdian, yaitu mendeskripsikan peran mahasiswa dalam mendukung pelayanan PBH PERADI 

Bandung guna mempermudah akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Selanjutnya, 
kegiatan magang turut meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktik pemberian bantuan 

hukum, memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum, serta mendukung 
terwujudnya akses terhadap keadilan (access to justice) melalui pelayanan bantuan hukum yang lebih 

profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, 

keterlibatan mahasiswa tidak hanya memberikan manfaat bagi proses pembelajaran akademik, tetapi 
juga menjadi bagian dari upaya optimalisasi pelayanan bantuan hukum dan pemenuhan hak 

masyarakat pencari keadilan. 
Saran : 

PBH PERADI Bandung diharapkan dapat terus mengoptimalkan pelibatan mahasiswa sebagai 

bagian dari pendukung pelayanan bantuan hukum agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif 
dan berkualitas. Perguruan tinggi juga diharapkan memperkuat kerja sama dengan lembaga bantuan 

hukum melalui program magang yang berkelanjutan sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman 
praktik yang relevan sekaligus berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat kurang mampu. 

Selain itu, perlu adanya sistem penjadwalan atau mekanisme konsultasi yang lebih terstruktur ketika 
advokat sedang melaksanakan pendampingan perkara atau kegiatan di luar kantor. Dengan demikian, 

masyarakat yang datang untuk berkonsultasi tetap memperoleh pelayanan awal, informasi, serta 

pendampingan administratif. PBH PERADI Bandung juga disarankan untuk menerapkan sistem 
pengelolaan dokumen yang lebih tertata guna memudahkan proses pencarian, penyimpanan, dan 

penyusunan dokumen hukum. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, 
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mempercepat penyelesaian administrasi, serta memberikan akses bantuan hukum yang lebih mudah, 

cepat, dan optimal bagi masyarakat kurang mampu. 
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